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Abstrak
 

Pengajuan Banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada Wajib

Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiskus di hadapan badan peradilan

pajak. Langkah ini merupakan upaya lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila upaya penyelesaian

sengketa pajaknya dengan Fiskus di tahap keberatan tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan Wajib Pajak.

Namun untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, ada beberapa ketentuan dan persyaratan

formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang harus dipenuhi Wajib Pajak. Diantaranya seperti

yang diatur pada ketentuanPasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa dalam hal Banding

diajukanterhadap besarnya jumlah pajakyang terutang, banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang

terutang dimaksudtelah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen). Sejak 1 Januari 2008, dengan

diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terjadi perubahan

terhadap penerapan ketentuan tersebut diatas, penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dikaitkan dengan

Undang- Undang KUP baru menjadi kurang efektif. Masih dalam Undang-Undang yang sama juga diatur

ketentuanPasal 45 yang mengatur tentang masa peralihan, yang mengatur bahwa terhadap pajak-pajak yang

terutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak,Bagian Tahun Pajak, atau tahun Pajak yang berakhir sebelum

saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang

lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Dari uraian tersebut diatas menimbulkan pengertian yang

multitafsir terhadap penyelesaian penetapan pajak-pajak terutang, dan berpotensi menyebabkan terjadinya

kesalahan penerapan peraturan perpajakan oleh Fiskus, yang pada akhirnya akan merugikan Wajib Pajak.

<hr>The filing of Appeal is one of the rights provided by the Taxation Law to a Taxpayer to settle Taxation

disputes between taxpayer and the tax authorities in a taxation court body. This step constitutes the firther

effort that can be made by a Taxpayer in case the settlement of tax dispute with the tax authorities in the

objection stage cannot be reached in accordance with the Taxpayer?swish. However in order to file an

Appeal to the Taxation Court, there are several formal provisions and requirements that have been fixed by

the Laws ang that have to be observed by the Taxpayer. These provisions are among others the provisions of

article 36 paragraph (4) of theTax Proceeding Law which stipulates that in case an Appeal is filed against

the amount of payable tax, the appeal can only be realized if 50 % (fifty percent) of the payable amount as

mentioned has been paid. Since January 1, 2008, with the enactment of Law Number 28 of 2007 concerning

the third Amendment on Law Number 6 of 1983 Concerning the General Provisions and Procedures of

taxation (KUP), a change has been made on the application of the provision as mentined above, so that the

application of the provision of article 30 paragraph (4) as related to the new KUP Law becomes ineffective.

Still in connectionwith the same Law, a provision of Article 45 has also been promulgated, which regulates

the period of transition, namely that the taxes that are payable at a certain moment, for the Tax Periode, part
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of tax year, or Tax Year that ends before this Law starts to be effective, will remain to be subyect to the

provisions of the former taxation laws until December 31, 1988. The above description might result in an

ambivalent understanding concerning the establishment of the amount of payable taxes, and will have the

potential of creating inaccuracies in the implementation of taxation regulations by the tax authorities, which

would eventually harm the Taxpayers.


